
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negar~ 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

I 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentanj 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republi~ 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembara~ 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuanga9 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Serita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang denga~ 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten' 
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 
2851); 

Dae rah 
Bupati 

Besaran Tunjangan Pengawasan Kasus Pajak 
Tahun Anggaran 2020 dengan Peraturan 
Purwakarta; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan 

a. bahwa dalam rangka pengamanan dan optimalisasi dari 
Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta 
perlu adanya pengawasan ; 

TENT ANG 

BESARAN HONORARIUM PENGAWASAN KASUS PAJAK DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PURWAKARTA, 

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA 

NO MOR %0 TAttVlN U>)o 

BUPATI PURWAKARTA 
PROVINS! JAWA BARAT 

Mengingat 

Menimbang 

J 



Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan 
Bupati Ini bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. 

Pasal 3 

Pasal2 
Besaran Honorarioum pengawas kasus pajak daerah 
dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai 
tertinggi setiap bulannya Sebesar Rp. 1.000.000,- 
(satu juta rupiah) /orang /kegiatan diberikan kepada nara 
sumber. 

Pasal 1 

Memberi Honorarium bagi Pengawas kasus pajak daerah 
Tahun Anggaran 2020. 

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM1 

PENGAWASAN KASUS PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2020 

MEMUTUSKAN : 

10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 219 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Serita Daerah 
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 219). 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 
Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 
Nomor 15); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 
Tahun 2016 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purwakarta Tahun 2016 Nomor l); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

Menetapkan 



IYUS PERMANA 

SERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR '8!J 

...... 

Diundangkan di Purwakarta 
Pada tanggal, 1- .f£(Qf lA(if1 ~O'o , 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURWAKARTA, 

Ditetapkan di Purwakarta 
Pada tanggal 1 -F-ebnrt1r 1 -;)..o 

~ BUPATI PURWAKARTAf- 

orang rnengetahuinya, 
Peraturan Bupati 
dalarn Seri ta Dae rah 

rnernerin tahkan 
mi dengan 

Ka bu paten 

Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Purwakarta. 

Peraturan Bupati iru rnulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal4 
J 


